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ABSTRACT 
 
Safri (B111 13 116), Criminological Review Against Narcotic Abuse In 
District of Enrekang (Case Study in Police District of Enrekang Year 
2013-2016) supervised by Slamet Sampurno and  Amir Ilyas. 
The purpose of this study is to determine the factors that cause 
narcotics abuse crime in the district of Enrekang and criminal prevention 
efforts in narcotic abuse in the district of Enrekang. 
This study is a research field type where data collection is 
conducted by interview to several parties related to the research topic. 
Moreover, author also did library research through data related and books 
related to the topic of research. Furthermore, the data obtained were 
analyzed qualitatively and presented descriptively. 
From the research, stated as follows: 1) factors that cause narcotic 
abuse in the District of Enrekang due to internal factors, namely factor that 
comes from narcotic users themselves.  In addition, strong curiosity to try 
new things such as the misuse of narcotics in narcotic users themselves 
including transition period and external factors are factors that come from 
outside themselves. Such as strong social factors for their high sense of 
solidarity to association / community. Besides, factor on form of solidarity 
in order to be accepted into the social environment also contributes to one 
of external factors that cause narcotic abuse in district of Enrekang. 2) 
reduction efforts are undertaken in order not to get involved in narcotics 
abuse, among others, preventive measures: conduct supervision and 
guidance communicatively conducted by parents and respected figure, 
communication in form of print and electronic media to be conducted by 
law enforcement officials either in prevention aspect or socialization in 
schools and offices included, as eradication targets of government in 
disseminating information to the wider community, especially to high 
school students about the danger of using narcotic for themselves and 
their surroundings. Improve the economy of the people of Indonesia as 
one of the efforts to reduce the number on narcotics abuse crimes in the 
district of Enrekang caused by economic factors. A repressive measure: 
Conduct social guidance and individual counseling to perpetrators and 
their families as well as the group so that perpetrator would have strong 
desire to recover, provide guidance in the form of a religious lecture to 
severe prisoners in the detention center, training skills such as sewing, 
artwork, screen printing, batik and so on. 
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ABSTRAK 
 
Safri (B111 13 116), Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan 
Narkotika Di Kabupaten Enrekang (studi kasus di Polres Enrekang 
Tahun 2013-2016) dibimbing oleh Slamet Sampurno dan selanjutnya 
Amir Ilyas 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kab Enrekang dan 
upaya penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika di 
Kab Enrekang. 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data yang di peroleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Dari hasil penelitian, dikemukakan sebagai berikut: 1) faktor-faktor 
penyebab penyalahgunaan narkotika di Kab. Enrekang karena adanya 
faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi sendiri. Ditambah 
rasa ingin tahu yang sangat kuat untuk mencoba hal-hal yang baru seperti 
menyalahgunakan narkotika merupakan hal ada dalam diri sendiri 
termasuk dalam masa transisi dan faktor ekternal yaitu faktor yang berasal 
dari luar diri pribadi sendiri. Seperti faktor pergaulan yang kuat karena 
adanya adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman 
pergaulan/komunitas. Selain dalam bentuk solidaritas faktor agar bisa 
diterima dalam lingkungan pergaulan juga merupan salah satu faktor 
eksternal dalam penyebab penyalahgunaan narkoti di Kab Enrekang. 2) 
upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar tidak terlibat dalam 
penyahgunaan narkotika antara lain, upaya preventif: melakukan 
pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh 
orang tua dan tokoh, komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang 
pencegehan maupun sosialisasi disetiap sekolah-sekolah dan perkantoran 
tak lupuk dari sasaran pemberantasan serta pemerintah dalam 
menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khususnya 
kepada pelajar SMA tentang akan bahanya menggunakan narkotika bagi 
dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Meningkatkan perekonomian 
masyarakat Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya menekan angka 
kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab Enrekang 
karena faktor ekonomi. Upaya represif: Melakukan bimbingan sosial dan 
konseling perorangan kepada pelaku dan keluarganya serta kelompok 
sebabnya sehingga pelaku memepunyai kenginan yang kuat untuk 
sembuh memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap parah 
tahanan dalam RUTAN, memberikan pelatihan keterampilan seperti 
menjahit, karya seni, menyablon, membatik dan sebagainya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Narkotika dalam rentang sejarahnya telah di kenal dalam peradaban 
yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat 
ternyata tidak hanya sebagai obat tetapi merupakan suatu kesenangan 
dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusian yang 
berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya  peredaran 
secara ilegal terhadap seluruh jenis nakotika dan psikotropika pada 
akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab bahkan menjadi 
suatu nomenklatur baru dalam kejahatan narkotika. 
Berbagai daun, buah, akar, dan bunga dari jenis tananaman yang 
sudah lama diketahui oleh manusia purba akan efek morfologinya. 
Sejarah mencatat ganja sudah di pergunakan sejak tahun 2700 SM. 
Opium telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang 
menangis. Dalam perkembangannya kemudian ditemukan berbagai 
penyulingan dan mulailah dikenal candu yang berasal dari pegunungan 
mediterina dan di Asia dikenal sebagai daerah The Gloden Triangle (segi 
tiga emas) yakni di antara perbatasan Birma Thiland dan Laos yang dapat 
menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Kebiasaan menghisap candu secara 
besar-besaran terjadi di India dan Cina selanjutnya Amerika. Inggris 
dalam sejarahnya pernah menjual candu dalam jumlah yang besar 
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kepada Cina oleh maskapai Inggris British East India Company (BEIC) 
dan Belanda hingga berakhir dengan peristiwa perang candu tahun 1839-
1942 yang berakhir dengan kekalahan Cina dan berakhir dibukanya 
pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk candu hingga ke Sumatera 
dan Jawa melalui kongsi dagang VOC. 
Kebijakan hukum pidana yang meliputi sarana penal maupun non 
penal telah di laksanakan dengan terbentuknya undang-undang baru 
narkotika tahun 2009 dan peran melalui BNN telah bekerja sangat kuat 
dan membuktikan pada tataran penegak hukum kepolisian, kejaksaan, 
justru terlibat dalam jaringan makfia narkotika. Dengan kewenangannya 
yang canggih BNN telah berperan melaksanakan perintah undang-undang. 
Diikuti dengan kebijakan yudikatif yakni para hakim pidana yang 
memutuskan perkara narkotika terhadap pelaku dengan hukuman mati 
adalah suatu wujud yang nyata bahwa perang melawan narkotika adalah 
sungguh-sungguh. Walaupun pada tahapan eksekutif di mana pembinaan 
narkotika masih sangat longgar dan kerapkali menimbulkan keguncangan-
keguncangan karena terlibatnya aparatur lembaga pemasyarakatan. 
Nakotika dan psikotropika tidak lagi hanya dijadikan jargon-jargon politik 
oleh para aktornya tetapi dengan kesungguhan yang mendalam bahwa 
kejahatan narkotika adalah sangat berbahaya dan dapat saja masuk 
dalam rumah tangga setiap orang sehingga kewaspadaannya sangat 
mendapatkan perhatian.  
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Undang-undang narkotika telah memenuhi syarat mencapai 
tujuannya yakni memberikan efek jera dan melakukan pencegahan bagi 
masyarakat tetapi karena pelaku narkotika adalah kehilangan 
keseimbangan dan kesadaran sesat maka efek jera tidak pernah 
memberikan kesadaran. Bahwa hukum pidana sangat keras terhadap 
pelaku kejahatan. Telah menjadi suatu cerita picisan. Pendekatan hukum 
pidana terhadap kejahatan narkotika harus lebih banyak melalui sarana 
non penal. Sehingga melawan kejahan narkotika adalah suatu revolusi 
dalam gerakan nasional regional bahkan Internasional.     
Salah satu persoalan besar yang di hadapi bangsa Indonesia dan 
juga bangsa-bangsa lainya di dunia adalah seputar maraknya 
penyalagunaan narkotika diberbagai kalangan masyarakat, baik itu anak-
anak, remaja, maupun dewasa yang semakin hari semakin 
mengkhawatirkan. Saat ini peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat 
merajalela. Hal ini terlihat dengan makin banyaknya kasus penyalagunaan 
narkotika dari semua kalangan yang diberitakan baik itu di media cetak, 
media penyiaran, maupun di media berbasis internet. 
Namun yang lebih memprihatinkan adalah peredaran narkotika saat 
ini jusru banyak dari kalangan anak-anak khususnya pelajar. Padahal 
mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi 
pemimpin-pemimpin bangsa. Peredaran gelap narkotika melalui jalur darat 
umumnya terjadi sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara 
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sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan 
keamanan di wilayah perbatasan Indonesia.  
Sarana dan prasarana yang kurang memadahi serta kurangnya 
perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah 
perbatasan menjadi pemicu kesenjangan anatara masyarakat wilayah 
sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang 
mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat 
menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melanggar hukum. 
Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkotika dari 
negara tetangga yang di bawa masuk secara ilegal ke dalam negri ini 
melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang di 
janjikan bila dapat membawa narkotika masuk melewati perbatasan tentu 
tak ingin mereka lewatkan begitu saja. 
Remaja adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu 
kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan 
negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak 
akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. 
Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai 
hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa 
Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja merupakan subyek dan 
obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa 
Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 
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Remaja merupakan modal pembangunan yang akan memelihara 
dan mengembangkan hasil pembagunan baik fisik maupun mental sosial 
Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, 
sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki 
tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 
Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi 
dan memiliki peranan yang stategis dan kedudukannya sebagai generasi 
penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, 
pada prinsipnya remaja merupakan pilar terpenting yang akan 
menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan 
juga anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan 
dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, 
selaras dan seimbang. Namun perkembangan di era globalisasi yang 
pesat seperti sekarang ini masyarakat lambat laun akan berkembang yang 
di ikuti proses penyusaian diri terhadap kemajuan teknologi dan ilmu 
pengetahuan maka perilaku manusia dalam hidup 
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara justru semakin kompleks dan 
bahkan sampai multi kompleks. Dengan kata lain pelanggaran terhadab 
norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin 
bertambah baik jenis maupun polanya. Prilaku yang demikian apabila di 
tinjau dari segi hukum tentunya ada pelaku yang dapat di katagorikan 
tidak sesuai dengan norma (Hukum) yang berlaku. Untuk itu masyarakat 
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sangat memerlukan hukum yang mengatur sebagai pengatur segala 
tindak-tanduk manusia dalam masyarakat dan dalam menjalankan fungsi 
hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras 
yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. 
Berbicara mengenai tindak pidana peredaran narkotika maka kita 
akan selalu di hadapkan pada realita yang ada di mana kejahatan yang di 
lakukan oleh orang-perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam 
suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan 
menengah keatas. Dalam kaitan tersebut peredaran gelap narkotika yaitu 
meliputi kelompok remaja,anak-anak,pelajar,tempat hiburan dan kelompok 
pekerja. Berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan 
narkotika bukan lagi sebagai masalah teknis yang secara teoritis mudah 
dalam pemberantasannya namun yang lebih sulit adalah bahwa masalah 
ini menyangkut moral bangsa di mana tindak jarang dari aparat 
pemerintahan maupun penggunaan narkotika yang notabene harus 
melindungi dan memeberi contoh yang baik kepada masyarakat. Berbagai 
faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan 
spikotropika seperti faktor ekonomi dan budaya. 
Demikian halnya di Kabupaten Enrekang yang tidak luput dari 
peredaran narkotika dan psikotropika sebagai ancaman bagi masyarakat 
Kabupaten Enrekang sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi 
sifat sopan santun,beradab dan berbudaya. Di mana tingkat kehidupan 
sosial masyarakatnya dari tahun ke tahun semakin mengalami 
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perkembangan dan kemajuan begitupun laju pertumbuhan penduduknya 
juga mengalami peninkatan. 
Bagi masyarakat Kabupaten Enrekang narkotika merupakan hal 
yang baru. Sehingga rasa cemas, rasa tidak aman, dan rasa khwatir dari 
masyarakat dengan pengaruh narkotika itu telah mendorong pemerintah 
kota untuk mengantisipasi dengan upaya mencegah sejak dini mungkin 
penyebab dan pengaruh terhadap aktifitas mental prilaku masyarakat. 
Walaupun demikian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang harus 
mendapat dukungan yang lebih dari masyarakat dengan berperan aktif 
sebagai mitra pemerintah dan pihak kepolisian dalam memberantas 
peredaran narkotika sedinih mungkin. 
Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis 
terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang 
penyalahgunaan narkotika dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul 
“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA DI KABUPATEN ENREKANG (Studi Kasus di Polres 
Enrekang Tahun 2013-2016)”. 
B. Rumusan Masalah  
         Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, 
maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika 
di Kabupaten Enrekang?  
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2. Bagaimana upaya penangulangan narkotika oleh aparat penegak 
hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak 
hukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkotika 
di Kabupaten Enrekang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis : 
a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk 
menggambarkan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana. 
b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain 
yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 
2. Manfaat Praktis : 
a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi 
masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan  
masukan kepada pihak penegak hukum dalam rangka 
menanggulangi tindak pindana penyalahgunaan narkotik di 
Kabupaten Enrekang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial 
(social science), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan 
yang masih muda oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan 
dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. 
Meskipun tergolong ilmu yang masih muda namun perkembangan 
kriminologi tampak begitu pesat hal ini tidak lain karna konsekuensi logis 
dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.  
Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena 
sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal 
kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi 
berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka 
kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk 
mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. 
Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata Crime artinya 
kejahatan dan Logos artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi 
dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang kejahatan. (Abdul Syani, 1987 : 6). 
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Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat 
keseragaman/kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung 
masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba 
mengemukakan beberapa pendapat para sarjana / ahli hukum mengenai 
pengertian kriminologi, antara lain sebagai berikut : 
Kanter dan Sianturi (2002 : 35), memberikan definisi kriminologi 
(sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu 
kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut 
mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan 
tersebut.  
Kriminologi dalam pandanagan Edwin H. Sutherland dan Donald R. 
Cressey (Yesmil Anwar Adang, 2008 : 6) di bagi menjadi tiga cabang 
utama: 
a. Sosiologi hukum (Sociology of law) cabang kriminologi ini merupakan 
analisis ilmia atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. 
Dalam pandangan sosiologi hukum bahwa kejahatan itu dilarang dan 
di ancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu 
perbuatan itu merupakan kejahantan adalah hukum. 
b. Etologi kejahatan merupakan canbang kriminologi yang mencari 
sebab musabab dari kejahatan. 
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c. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Suthernland 
memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahan baik represif maupun preventif. 
Nagel dalam bukunya yang berjudul Critical Criminology mengatakan 
bahwa definisi kriminologi setelah perang Dunia ke dua semakin meluas 
yakni tidak hanya semata-mata melihat dunia kriminologi dari sisi etiologi 
kejahatan semata. Sebagai contoh viktimologis secara cepat 
memeperlebar bidang ini sejak tahun 1950 yang bertitik tolak dari 
pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat lagi dipastikan tanpa 
memeperhitungkan hubungan (interaksi) antara penjahat dan orang-orang 
menjadi sasaran kejahatan baik yang merupakan korban personal atau  
impersonal maka dengan demikian sosiologi hukum pidana memperluas 
bidang ini. 
Selanjutnya W.A Bonger (R. Soesilo, 1985 : 1), mengemukakan 
bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala 
dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi 
pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-
luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminilogi teoritis 
adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti 
ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala 
dan mencoba menyelidiki krminologi teoritis  disusun kriminologi terapan. 
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Andi Zainal Abidin (1981 : 42), mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab 
kejahatan, dan cara bagaimana menanggulanginya. Sejalan dengan itu, 
Paul Moeliono (Abussalam, 2007 : 5), bahwa pelaku kejahatan 
mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya 
kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, 
akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan 
yang ditentang oleh masyarakat. 
Menurut Michael dan Adler (Abussalam, 2007 : 5), menyatakan 
bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan 
dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka resmi 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
masyarakat.  
Sutherland dan Cressey (Kanter dan Sianturi, 2002 : 35), 
menyatakan bahwa kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai 
kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang 
lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-
reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Obyek dari kriminologi 
adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran 
perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang 
saling mempengaruhi secara beruntun. 
Lebih lanjut Vrij (Sahetapy dan Marjono Reksodiputro, 1982 : 8) 
mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 
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perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, 
tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya. 
George C.Vold (Abussalam, 2007:5), menyatakan bahwa dalam 
mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi 
selalu menunjukan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan 
atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang 
dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam 
undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat. 
Menurut Soejono D (R.Soesilo, 1985 : 3), pengertian kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan 
pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun 
sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tugasnya 
kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan 
dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan 
timbulnya kejahatan. 
Rusli Effendy (1983 :10), menyatakan bahwa disamping ilmu hukum 
pidana yang juga dinamakan  ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga 
ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali 
obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana 
adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan 
dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan 
dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan 
obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa 
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sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan 
kejahatan itu. 
Menurut Moelijatno (1996 : 6), menyatakan bahwa kriminologi 
merupakan  ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan 
jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan 
kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada 
pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan 
pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Barda Nawawi Arief (1991:10), bahwa aliran modern yang di 
organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan 
hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani 
hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan 
petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, 
yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari 
kejahatan. 
Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis 
Yablonski (Soejono Soekanto, 1985 : 10), menyatakan bahwa kriminologi 
adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup 
analisa tentang : 
a. Sifat dan luas kejahatan, 
b. Sebab-sebab kejahatan, 
c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana, 
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d. Ciri-ciri penjahat, 
e. Pembinaan penjahat, 
f. Pola-pola kriminalitas, dan 
g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial. 
Soerjono Soekanto (1985 : 27), menyatakan bahwa kriminologi 
adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu 
beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, 
psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi : 
a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuansi-frekuensi perbuatan kriminal 
sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.  
b. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial 
penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku 
abnormal lainnya.  
c. Karakteristik korban-korban kejahatan. 
d. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat 
dianggap,  sebagai kriminalitas. 
e. Prosedur sistem peradilan pidana. 
f. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana. 
g. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal. 
h. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan. 
i. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat. 
j. mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta. sikap 
umum  terhadap kejahatan dan penjahat. 
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Sehubungan. dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang 
kemukakan oleh Rusli Effendi (1986: 11), bahwa kriminologi itu meliputi : 
a. Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara. 
Khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan 
dan korelasi kejahatan,   cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi 
kriminal, psikologi kriminal, psikiatri kriminal, maupun sosiologi 
hukum pidana. 
b. Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi 
dari  mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan 
gejalanya. 
c. Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus 
mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban 
kejahatan). 
d. Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, 
namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi 
yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, 
penghukuman dan administrasi sanksi pidana. 
Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan 
pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila. 
untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi. Sehubungan dengan itu, 
Rusli Effendi (1986 : 11), menyebutkan bahwa di negara dengan sistem 
hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga. bagian yaitu : 
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a. Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan 
sebab dari     perbuatannya baik jasmani maupun rohani. 
b. Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari 
sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili 
(Milleau) 
c. Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar 
supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut 
melakukan perbuatan itu. 
Edwin H. Sutherland (R.Soesilo, 1985 : 1), dalam bukunya yang 
berjudul "Principle of Criminology" berpendapat bahwa kriminologi juga 
dapat dipandang sebagai ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial 
yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan 
undang-undang, pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran tersebut 
dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan kejahatan, penjahat, 
sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat  
Diantara tugas-tugas yang diemban kriminologi itu dikemukakan oleh 
Abdullah Sani (1987 : 15), sebagai berikut : 
a. Merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi di dalam 
kehidupan masyarakat. 
b. Kejahatan apa. yang sedang akan terjadi. 
c. Siapa yang menjadi penjahat. 
d. Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya. suatu tindakan 
kejahatan.  
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Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka obyek 
kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam 
artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan 
penanggulangan kajahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang 
subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara 
keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala 
sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalarnnya gejala kejahatan 
yang tidak terpisahkan. Sehingga berdasarkan pengertian kriminologi di 
atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu 
yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti 
kata interdisipliner.                     
2. Teori-Teori dan Penyebab Melakukan Kejahatan 
Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai 
sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, 
meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli 
kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya 
beberapa teori yaitu: 
a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan 
psikologis. 
b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi. 
c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya. 
Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut 
perkembangan zaman, Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita (1987 : 57), 
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membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang 
berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut : 
a. Zaman kuno 
Pada masa, ini dikenal pendapat Plato (427-347 SM) dan Aristoteles 
(384-322 SM) yang pada dasarnya menyatakan makin tinggi 
penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan 
akan kesusilaan demikian pula sebaliknya kerniskinan (kemelaratan) 
dapat mendorong manusia yang menderita, kerniskinan untuk 
melakukan kejahatan dan pemberontakan. 
b. Zaman abad pertengahan. 
Thomas Von Aquino (1226-1274 M) menyatakan bahwa orang kaya 
yang hidup foya-foya bila miskin mudah menjadi pencuri. 
c. Permulaan zaman baru dan masa sesudah revolusi Prancis  
Pada zaman ini banyak dikemukakan   dan sebab-sebab sosial 
lainnya juga masa kini dikenal dengan masa, pertengahan hukuman 
yang terlalu bengis dan masa itu, sehingga tampil tokoh-tokoh 
seperti Montesquieu, Beccaria dan lain-lain. 
d. Masa sesudah revolusi Prancis sampai tahun 1830  
Pada masa ini mulai dikenal sebab-sebab  kejahatan dari 
faktor-faktor sosial ekonomi, antropologi dan psikiatri. 
Teori tertua tentang sebab-sebab kejahatan adalah teori Roh jahat, 
seperti yang dikatakan oleh R.Soesilo (1985 : 20) mengemukakan bahwa : 
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"Pendapat ini adalah yang tertua yang menyatakan bahwa orang-orang 
menjadi jahat karena pengaruh-pengaruh roh jahat. 
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, 
pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh 
perkembangan pola pikir. 
Lambrosso (Siegel, 1983 : 156) mengemukakan pendapat selanjutnya 
dikenal dengan teori Lambrosso (biological theory) bahwa :  
“The eralies possitives crimonologist were biologist. Let by Cesare 
Lomborso, these early researches believed some people manifested 
primitive traits that made them bom criminals” 
 
Aliran kriminologi di positif awal adalah aliran biologi. Dikemukakan 
oleh Cesare Lombroso dimana berdasarkan penelitiannya yakni 
bahwa pendapat beberapa orang memiliki ciri tertentu sejak lahir 
yang membuat mereka jahat. 
Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius 
Waskita (1987 : 53-54) dalam awal teorinya mengusulkan beberapa 
pendapat yakni sebagai berikut : 
a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri. 
b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya 
tengkorak asimetris,  rahang bawah yang panjang, hidung pesek, 
rambut janggut jarang, tahan sakit. 
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c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka 
merupakan tanda  mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal 
kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak 
lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk 
atafisme atau generasi keturunan epilepsy. 
d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan 
memungkinkan. 
e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam 
penjah (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh 
tanda lahirnya/stigma tertentu". 
Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan 
kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi 
lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma 
dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita, 
1987: 62). 
Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi 
terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda 
menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik 
dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan 
mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan 
adanya "Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion 
" (Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, 1989 : 94). 
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Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam 
menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga 
bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap 
akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan 
teorinya (The mental tester theory) berpendapat bahwa kelemahan otak 
(yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari 
mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu 
menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang 
sebagaimana mestinya (Ninik Widyanti dan Yulius Weskita, 1987: 54).  
Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger (R. 
Soesilo, 1985 : 28), dalam "in leiding tot the criminologie " berusaha 
menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab 
kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor 
ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor 
yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
3. Perspektif Teori Kriminologis Tentang Kejahatan Dengan 
Kekerasan 
Perspektif teori kriminologis untuk membahas masalah kejahatan 
pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi 
dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak 
dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek 
pembahasan. Terhadap tiga titik pandang dalam melakukan analisis 
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terhadap masalah kejahatan yaitu: pertama yang disebut titik pandang 
secara makro atau macrotheories, kedua, yang disebut microtheories, dan 
ketiga disebut bridging theories. 
Macrotheories adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan 
dipandang dari segi stuktur social dan dampaknya. Teori-teori ini 
menitikberatkan rase of crime atau epidemiologi kejahatan dari pada atas 
pelaku kejahatan. Sebagai contoh teori anomi dan teori konflik. Sementara 
itu microtheories adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang 
atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau 
mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan 
kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu 
yang tidak melakukan kejahatan.  
(Williams dan McShane, 1988). Teori ini menitikberatkan pada 
pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh, teori 
kontrol dan social learning theory. Bridging theories adalah teori-teori yang 
tidak atau sulit untuk dikatagorikan ke dalam baik macrotheoris maupaun 
microtheories. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini 
menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang 
atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh teori subkultur 
dari teori differential opportunity. 
Mulyana W. Kasumah (1988: 22-30) telah memberikan deskripsi 
singkat mengenai kejahatan kekerasn di DKI  Jaya selama periode 1980-
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1984. Dari deksripsi dimaksud diperoleh kesimpilan-kesimpulan sebagai 
berikut. 
a. Mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan diidentifikasi 6 jenis 
yaitu: pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, 
penculikan, pemerasan, dan sebagainya. 
b. Jumlah kejadian dari keenam jenis kejahatan kekerasan tersebut 
menunjukan keadaan yang relatif meningkat sejak tahun 1980 
sampai dengan tahun 1984. 
c. Model kejahatan dengan kekerasan yang menonjol adalah pencurian 
kendaraan bermotor (ranmor, istilah kepolisian) dan pemerasan serta 
penculikan. 
d. Suatu keadaan kejahatan dengan kekerasan relatif meningkat di DKI 
Jaya pada periode tersebut justru persentase pengungkapan 
kejahatan keempat kejahatan dengan kekerasn tersebut relatif 
rendah yakni rata-rata di bawa 50%. Presentase penyelesaiyan 
kejahatan pembunuhan dan pemerkosaan memiliki derajat yang 
tinggi menunjukan peningkatan rata-rata di atas 50%. 
e. Sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan 
monopoli kaum pria data yang ada di DKI Jaya menunjukan pula 
peranan kaum wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol 
terutama dalam kejahatan penjambretan, ranmor, pembunuhan, dan 
penghaniayaan berat. 
25 
 
f. Jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata dua kali lipat 
dari jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan. 
g. Usia pelaku terbayak bervariasi anatara usia serendah-rendahnya 15 
tahun dan setingi-tingginya 55 tahun dengan catatan usia antara 15-
24 merupakan mayoritas. 
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan mengenai kejahatan dengan 
kekerasan di DKI Jaya sebagaimana telah diuraikan di atas penulisan 
berpendapat bahwa kejahatan kekerasan di Indonesia khususnya di DKI 
Jaya dan juga di beberapa daerah kota besar bahkan di kota kabupaten 
seperti di Garut khususnya pembunuhan merupakan model kejahatan 
baru. Salah satu perspektif teori kriminologis yang dapat dipergunkan 
untuk menganalisis model kejahatan dengan kekerasn di Indonesia 
adalah teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels dalam bukunya “The 
Other Side Of Criminologys” dalam bukunya telah mengungkapkan bahwa 
para ahli kriminologis pada umumnya sering bertempuh pada teori kausa 
kejahatan dan pelakunya. 
4. Upaya  Penjelasan Mengenai Sebab Kejahatan 
Dalam penjelasan tentang kejahan spiritualisme memiliki perbedaan 
yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada 
saat ini. Penjelasan spiritualisme memefokuskan perhatian pada 
perbedaan antara kebaikan yang datang dari dewa/tuhan dan keburukan 
keburukan yang datangnya setan. Seseorang yang telah melakukan suatu 
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kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan 
(evil/demon). 
Pendekatan spritual ini menekankan pada kepercayaan ini sehingga 
segala persoalan yang dihadapi dimasyarakat selalu diselesaikan dengan 
metode-metode yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. 
Landasan yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada 
priode sebelumnya kejahan dianggap sebagai permasalahan antara 
korban dan keluarganya dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya 
adalah menjadi konflik yang berkepanjangan. Juga menjadi masalah jika 
pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat 
dalam masyarakat tidak dapat dihukum. 
(A. Latief Wiyata, 2002) Sebagai upaya pemecahannya dibuatlah 
lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya 
pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. 
Sebagai contoh fenomena Carok di Madura yaitu perang tanding antara 
keluarga pelaku dan keluarga korban merupakan wadah untuk balas 
dendam. Dalam hal ini ada suatu ada suatu kepercayaan dari masyarakat 
bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan 
mengalami kebinasaan. Namun akibat lain dari kepercayaan tersebut 
adalah jika keluarga memenangkan perang tanding maka masyarakat 
menganggap keluarga pelaku itu benar dan keluarga korban 
mendapatkan celaan ganda. Meski dalam kenyataan dimasyarakat dapat 
dilihat secara nyata bahwa penjelasan spritual ini ada dan berlaku dalam 
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berbagai bentuk dan tingkatan budaya namun aliran ini memiliki 
kelemahan-kelemahan yaitu penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara 
ilmiah. 
Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan maka 
dapat dibagi menjadi tiga Mazhab Klasik: yakni mazhab kriminologi klasik 
dipengaruhi oleh ajaran agama hedonisme (keinginan) rasionalisme dan 
lain-lain. Mazhab kriminologi klasik mulai berkembang di Inggris selama 
pertengahan abad ke 19 kemudian pengaruhnya meluas ke negara-
negara Eropa lainnya termasuk sampai ke Amerika Serikat. Tokoh aliran 
ini antara lain Beccaria dengan menyebarkan pendapatnya bahwa 
seseorang melakukan tindakan atau perbuatan berdasarkan 
pertimbangan untuk memilih kesenangan  atau sebaliknya. Pelaku 
memiliki kehendak bebas dengan konsekuensi yang telah dilakukan 
sendiri. Oleh karena itu menurut aliran ini persoalan sebab kejahatan telah 
di jawab secara sempurna sehingga tidak perlu lagi digali melalui 
penelitian untuk menemukan sebab musabab kejahatan. Berdasarkan 
pemikiran di atas Beccaria menuntut adanya persamaan di depan hukum 
bagi semua orang dan keadilan didalam penerapan sanksi. 
Kedua Mazhab Kartografik. Peletak dasar mazhab ini adalah 
Quetelet dan A.B. Guery, penganut mazhab ini berpendapat bahwa 
segala kejahatan sebagai ekspresi kondisi sosial tertentu. Sistem 
pemikiran ini bukan hanya meneliti jumlah kriminalitas secara umum saja 
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tetapi melakukan studi khusus tentang  juvenile delequency (kenakalan 
remaja) dan mengenai kejahatan profesional yang ada pada saat itu. 
Ketiga Mazhab Sosialis. Maszhab ini mengacu pada ajaran Marx 
dan Engels yang telah dimulai sejak tahun 1850 yang didasarkan pada 
diterminisme ekonomi. Menurut mazhab ini kriminalitas adalah 
konsenkuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap kaum buruh sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk 
kejahatan sesuai dengan ideologisnya maka mazhab ini menampilkan 
ajaran masyarakat sosialis. 
Keempat Mazhab Tipologis Mazhab tipologis atau biotipologi tercatat 
dalam sejarah kriminologi meliputi tiga kelompok yang berpendapat 
bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada sifat 
tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu dalam 
keadaan tertentu berbuat kejahatan dan seseorang yang lain tidak.   
C Lombroso mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut: penjahat 
sudah sejak lahirnya memiliki tipe tersendiri tipe ini dapat dikenali melalui 
beberapa ciri tertentu seperti: tengkorak yang asimetris, rahang bawa 
yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan 
sakit. Kelima tanda ada persamaan jelas tipe penjahat, tiga samapai lima 
meragukan dan dibawah tiga mungkin bukan penjahat. Tanda-tanda 
lahiriah itu bukan penyebab kejahatan. Tanda itu pembawaan sejak lahir 
sebagai ciri seorang penjahat kerna ada kepribadian sejak lahir mereka 
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tak dapat terhindar untuk berbuat kejahatan kecuali jika lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan. Oleh karana itu Lomborso sendiri tidak 
pernah meneliti secara cermat mereka yang penjahat dan bukan penjahat 
sehingga hipotesa dan teori-teori tidak membawa hasil yang berarti. 
Goddard  dengan teorinya mengatakan bahwa kelemahan otak yang 
diturunkan oleh orangtuanya sesuai dengan hukum-hukum mendel 
mengakibatkan orang-orang tersebut tiadak mampu menilai akibat 
perilakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana 
mestinya. Aliran-aliran ini pula lama-lama pudar karena setelah dilakukan 
standarisasi tes mengenai kelemahan otak dalam sebab kejahatan tidak 
menunjukan hasil yang memuaskan. Seperti adanya kejahatan white 
collar crime. 
 
B. Kriminalisasi Kejahatan Narkotika dan Psikotropika 
Kejahatan narkotika dan psikotropika semakin menunjukan 
perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiyannya yang 
sangat memprihantinkan tetapi juga industri secara gelap terhadap 
narkotika dan psikotropika justru yang sangat besar di dunia dilakukan di 
Indonesia. Kejahatan narkotika dan psikotropika selain masalah 
kemanusian juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak 
pada perekonomian nasional pengingkaran terhadap kemanusiaan dan 
dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam 
sejarahnya perang terhadap narkotika dan psikotropika dapat 
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mengakibatkan hubungan antara negara menjadi terganggu. Karenanya 
kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistematik. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang 
mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. 
Terlebih ketika yang melakukannya adalah anak-anak. Maka dampak 
sosial akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang 
teramat panjang. Namun kompleksitas dalam penanggulangannya 
menimbulkan masalah yang sangat rumit. Kejahatan merupakan salah 
satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melekat pada tiap 
bentuk masyarakat yang tidak pernah sepi dari kejahatan. Perilaku yang 
menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata serta ancaman 
dari norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keturunan soaial. 
Hal ini dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-
ketegangan sosial dan merupakan anacaman riil atau potensial bagi 
berlangsungnya ketertiban sosial. 
Edwin H Sutherland, (1978 : hlm 80-82) Parah ahli kriminologi telah 
menjelakan dalam berbagai teori bahwa kejahatan merupakan suatu 
perilaku yang menyimpang akibat dari pergaulan dengan para penjahat 
dan seluruh isi komunikasi dengan pihak lain. Sehingga kejahatan dapat 
dikatakan dipelajari bukanlah diturunkan begitu saja. Kejahatan dapat 
terjadi melalui sembilan proposisi yakni: 
1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negatif. 
Berarti perilaku itu tidak diwariskan. 
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2. Perilaku kejahatan dipelajari dengan suatu interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunikasi bersifat lisan ataupun 
menggunakan bahasa tubuh. 
3. Bagian yang terpenting dalam mempelajari perilaku kejahatan terjadi 
dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti 
bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, 
secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya 
kejahatan. 
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari termasuk teknik melakukan 
kejahatan, motif-motif dorongan, alasan-alasan pembenaran, dan 
sikap-sikap tertentu. 
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari 
peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseorang di 
sekelilingnya bersamaan melihat apa yang diatur dan dipatuhi tetapi 
kadang-kadang di sekitar orang-orang yang melihat aturan hukum 
sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakuakannya kejahatan. 
6. Seseorang menjadi penjahat karena ekses pola-pola pikiran yang 
lebih melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan 
dan dipatuhi. 
7. Perkumpulan perilaku yang menyimpang bervariasi dalam 
frekuensinya, durasi, prioritas, serta intensitasnya. 
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8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan 
dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi 
dalam setiap proses belajar secara umum. 
9. Prilaku jahat merupakan suatu ekpresi dari kebutuhan nilai umum 
tetapi tidak dijelaskan bahwah perilaku yang bukan jahat pun 
merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama. 
Kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan 
permasalahan sosial. Menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan 
upaya untuk menanggulanginya dan bahkan dimasukkan dalam kerangka 
kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 
sanksi pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia 
itu sendiri. 
Pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu. Pidana 
merupakan tindakan perlakuan yang kejam. Selanjutnya terjadi 
gelombang perubahan pandangan mengenai pidana di Eropa Kontinetal 
dan Inggris yang merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman 
pidana. Pada masa itulah berkembang pemikiran determinisme yang 
menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam 
melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya 
faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatannya. 
Kejahatan sebuah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang 
abnormal sehingga dalam perkembangannnya diperlukan tindakan 
sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. Kejahatan 
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juga dipandang sebagai perwujudan ketidak normalan atau ketidak 
matangan pelaku kejahan sehingga sikap memidana harus diganti dengan 
sikap mengobati. 
Bambang Poernomo, (1986 : hlm 6-7) Hukum pidana sebagai alat 
pencegah yang ekonomis. Karena hukum pidana itu benar-benar 
mempunyai syarat sebagi alat pencegah dan hukum pidana itu tidak 
menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lebih berbahaya atau 
merugikan dari pada hal yang terjadi jika hukum pidana itu tidak 
dilaksanakan atau tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara 
efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Sehingga hukum 
pidana berjuan untuk melindungi kepentingan sosial yang mengandung 
nilai-nilai untuk memelihara tertib masyarakat perlindungan warga 
masyarakat dari kejahatan atau bahaya-bahaya yang tidak dapat di 
benarkan yang dilakukan orang lain memasyrakatkan kembali para 
pelanggar hukum memelihara atau mempertahankan integritas 
pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat 
kemanusiaan dan keadilan individu. 
Dengan demikian maka hukum pidana diperlukan sekarang maupun 
akan datang karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang 
terbaik dan tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya 
besar dan segera untuk menghadapi ancaman dari bahaya itu. Sanksi 
pidana merupakan penjamin utama yang terbaik tetapi dapat sebagai 
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ancaman utama dari beberapa manusia jika digunakan secara 
sembarangan dan secara paksa.   
Jeramy Bentham, (2006 : hlm 159) Berkenaan dengan tujuan yang 
ingin di capai oleh hukum pidana maka kaidah-kaidah yang di tetapkan 
oleh hukum pidana melalui hukum haruslah memiliki syarat-syaratnya 
yakni: 
1. Hukuman harus mudah dikurangi atau ditambah. 
2. Hukuman harus berlaku untuk semua orang. 
3. Hukuman dapat diukur melalui motif perbuatannya. 
4. Hukuman akan mudah teringat. 
5. Hukuman menjadi contoh. 
6. Hukuman harus tepat guna. 
7. Hukuman bisa diampuni atau dibatalka.  
Jan Remmelink, (hlm 615-616) Dalam perkembangannya setelah 
usai perang dunia kedua para ahli hukum pidana yang dikenal sebagai 
mashab utrecht di negri Belanda memandang hukum pidana sebagai 
instrumen dari politik kriminal yang bertujuan lebih adil dengan ajaran 
hukum funsingsional. Hukum pidana dilihat sebagai instrumen dengan 
bantuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik kriminal 
tertentu. Dalam hukum pidana selain unsur kesalahan dan melawan 
hukum maka penting pula untuk merumuskan atau menetapkan suatu 
perbuatan sebagai tindak pidana yakni subsosialitas sehingga 
mendapatkan ilmu hukum pidana ketataran sosial politik. Reaksi 
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kecenderungan hukum pidana funsional dan instrumental menempatkan 
hukum pidana tidak lagi primer sebagai sarana untuk mencapai tujuan-
tujuan kenegaran. Sebaliknya dengan adanya pengakuan dari keterberian 
perang melawan kriminalitas dan tekanan pada aspek kemasyarakatan 
aksentuasinya di berikan pada proses pemidanaan. Dalam proses itu 
warga diberi kesempatan untuk membela diri membela hak-haknya dalam 
kerangka hukum yang sangat tidak adil dan memperjuankan kepentingan-
kepentingan sosialnya. 
Dengan demikian maka dapat diketahui hal terkini bahwa tujuan 
hukum pidana dalam politik kriminal yakni bertuan untuk pencegahan dan 
bukan untuk pembalasan. Undang-undang pidana seharusnya dibuat 
dengan memprihatinkan tujuannya dan hanya dibuat untuk itu. Sistem 
hukum pidana seharusnya dibuat dan berfungsi hanya dengan maksud 
untuk melakukan pencegahan bukan sebagai perwujudan pencelaan 
moral. Syarat pertanggungjawaban mental hanya merupakan syarat untuk 
adanya pencelaan moral dan harus dinyatakan sebagai tidak beralasan. 
Sehingga dapat diketahui pandangan masyarakat mengenai patut 
dicelanya suatu perbuatan tertentu untuk melakukan kriminalisasi dan 
dikriminalisasi yakni didasrkan pada berbagai fokus. 
1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya 
dengan hasil yang ingin dicapai. 
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam 
hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari. 
36 
 
3. Penilaian atas tujuan yang dicari dengan prioritas-prioritas lainnya 
dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia manusia. 
4. Pengaruh sosial dan dari kriminalisasi yang berkenaan dengan 
pengaruh-pengaruh sekunder.  
Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses 
perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yakni tahap penetapan pidana 
oleh pembuat undang-undang, tahap pemberian atau penjatuhan pidana 
oleh pengadilan, tahap pelaksanaan oleh pelaksana pidana, yakni aparat 
eksekutif pidana. Ini terlihat sebagai satu kesatuan proses dan pada tahap 
kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk 
tahap-tahap selanjutnya. 
M. Sholehuddin, (2004 : hlm 47) Namun pada tahap inilah yang 
ditenggarai banyak mengandung berbagai permasalahan terutama 
dengan banyaknya perundang-undangan yang membuat jenis sanksi 
pidana sebagai sanksi utamanya mengindikasikan bagaimana tingkat 
pemahaman legislator terhadap masalah-masalah pidana dan 
pemidanaan. paling tidak keterbatasan pemahaman mereka terhadap 
masalah sanksi dalam hukum pidana turut mempengaruhi proses 
penetapan sanksi ketika membahas suatu perundang-undangan. Hal ini 
menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan jenis maupun bentuk-bentuk 
sanksinya antara perundang-undangan yang lain. 
Sesuatu parameter bagi penetapan sanksi pidana baru dapat 
diciptakan jika telah disepakati sebelumnya apa yang hendak dijadikan 
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landasan berpikiran untuk pemidanaan. terhadap beberapa peringkat 
berdasarkan keseriusan tindak pidana dalam lima tingkatan menggunakan 
skala semantik dari sangat ringan sampai dengan sangat serius. Tindak 
pidana sangat ringan sampai dengan sangat serius. Tindak pidana sangat 
ringan tidak diperkenangkan dengan sanksi perampasan kemerdekaan. 
Sedangkan tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang 
dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Upaya menentukan 
proporsi ini tidak mudah tetapi penting untuk konsistensi bukan hanya 
tahap legislasi tetapi pada tahap implementasi. Ketiadaan parameter ini 
bukan hanya masalah tekhnis tetapi juga masalah filosofis sehubungan 
dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. proses legislasi sebagai suatu 
proses politik yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh 
rakyat Indonesia sampai sekarang belum memuaskan. Hal ini disebabkan 
karena Logrolling atau Vote trading mekanisme penggodokan yang hingga 
kini masi diperdebatkan rendahnya partisipasi publik dan kemampuan 
para legislator merupakan faktor yang signifikan. Hal ini terasa ketika 
melihat produk hukum pidana karena merupakan proses praktik dengan 
argumen politik menentukan perilaku yang dipandang layak diancam 
dengan sanksi pidana kemudian jenis dan besaran pidana yang layak 
diancamkan pada perilaku tersebut.  
R.A. Duff dan D. Garland (1995 : hlm 3) Sejak negara memiliki 
kewenangan untuk menentukan suatu bentuk-bentuk pemidanaan 
bergantung pada teori politik yang digunakan oleh suatu negara. 
38 
 
Perbedaan teori polik yang digunakan akan menghasilkan justifikasi yang 
berbeda. Hal ini dikerenakan teori-teori politik yang dianut oleh suatu 
negara mencakup perbedaan peran dan ruang lingkup negara dan 
berbeda pula dalam menggambarkan hubungan antara pemerintah 
dengan warganegaranya. Di sini kewenangan negara harus dibatasi 
dengan ketat untuk memastikan bahwa kewenangan itu digunakan untuk 
meningkatkan kebebasan individu. Di negara yang menganut teori 
Communitarian individu diisolasikan dari individu lain. Maka dibedakan 
dengan jelas antara kepentingan individu warga negara dan negara. 
Negara memiliki peran yang lebih luas dan diatur dalam hukum positif 
untuk memajukan kesejatraan sosial dan menjaga nilai-nilai sosial. 
Kejahatan yang berkembang di dalam masyarakat selalu menjadi 
perhatian dari negara untuk mengurangi kejahatan itu salah satu 
upayanya melalui hukum pidana yang direncanakan secara rasional 
diselaraskan dengan tujuan nasional. Terhadap kejahatan penggunaan 
dan penyebaran gelap narkotika dan psikotropika maka politik hukum 
pidana telah melakukan berbagai penyusaiyan dengan instrumen 
internasional yang berkaitan dengan kejahatan narkotika dan psikotropika 
ini kecanggihan modus operandinya, penjualan melalui media 
telekomunikasi, dan terus-menerus mencari bentuk untuk tetap dapat 
beredar dan dipakai oleh para pecandunya yang semula hanya golongan 
yang tidak berbahagia dalam rumah tangga dan kini telah meluas pada 
golongan yang berbahagia dan berbagai kalanga dan profesi. Hal ini 
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demikian menunjukkan keprihatinan yang mendalam di tengah-tengah 
bangsa Indonesia untuk lepas dari keterpurukan dan peralihan dari masa 
transisi menjadi bangsa yang beradab dan madani. Kejahatan narkotika 
dan spikotropika adalah suatu bentuk nyata dari musuh bersama umat 
manusia. Karenanya tidak berlebihan menetapkan kejahatan narkotik dan 
psikotropika sebagai kejahatan yang sangat berbahaya bagi kemanusian.   
C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 
Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin delicta atau 
delictum yang dikenal dengan istilah strafbar feit dan dalam KUHP (Kitab 
Undang–Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa 
pidana. Kata Strafbar feit inilah yang melahirkan berbagai istilah yang 
berbeda–beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang 
yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, 
tindak pidana dan sebagainya. Dari pengertian secara etimologi ini 
menunjukan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni 
perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, 
tindak pidana dikenal dengan istilah crime dan criminal. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidana berarti hukuman 
kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain 
sebagainya. Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, kata 
mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum 
seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut 
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berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, 
sehingga terpidana berarti orang yang dkenai hukuman. 
Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana, 
antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbutan 
pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, criminal act 
dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman pidana. (Topo Santoso : 2001). 
Kata Delict berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk 
menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan straf baar feit atau 
tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Lamintang: 1983). 
Menurut R. Tresna (1995 : 7), menyatakan bahwa peristiwa pidana 
itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan Undang-undang atau peratturan perundang-
undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman. 
Selanjutnya R.Tresna (1995 : 7), menyatakan bahwa dalam peristiwa 
pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:  
1. Harus ada suatu perbuatan manusia. 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam 
ketentuan hukum. 
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu 
orangnya harus dapat  dipertanggungjawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum. 
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Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam 
undang-undang. Sejalan dengan itu, L.J Van Apeldoorn (Bambang 
Pornomo, 1987 : 92), peristiwa pidana memiliki dua segi yaitu obyektif dan 
segi subyektif : 
1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan 
(perbuatan atau lalai  berbuat) yang  bertentangan dengan hukum 
positif, jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang 
oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu 
sekali untuk peristiwa pidana (delik dari sudut obyektif) adalah sifat 
tanpa hak (onrechmatigheid), yakni sifat melanggar hukum. Dimana 
tidak terdapat unsur tanpa hak (onrechmatigheid), tidak ada peristiwa 
pidana. 
2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah segi kesalahan 
(schuldzijde) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan    undang–
undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan apanya. 
Karena itu maka tidak dapat dihukum, mereka melakukan perbuatan 
yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau 
karena terganggu akalnya. 
Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 1987 : 91), berpendapat 
bahwa pengertian strafbar feit dibedakan : 
1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi 
menurut teori memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu 
pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si 
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pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 
hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. 
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian strafbar feit 
adalah suatu kejadian (fiet) yang oleh peraturan undang– undang 
dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
J.E. Jonkers (Bambang Pornomo, 1987 : 91) memberikan definisi 
strafbar feit menjadi dua pengertian : 
1. Definsi pendek memberikan pengertian strafbar feit adalah suatu 
kejadian (feit) yang  dapat diancam pidana oleh undang–undang. 
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian 
strafbar feit adalah suatu  kelakuan yang melawan hukum. 
Berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang 
dapat dipertanggungjawab-kan.                                               
Menurut Vos (Andi Zainal Abidin Farid, 1995 : 225), memberikan 
definisi yang disingkat bahwa strafbar feit adalah kelakuan atau tingkah 
laku manusia yang oleh peraturan perundang–undangan diberikan pidana. 
Moeljatno (1985 : 37) menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 
melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana 
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana, larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan 
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ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian 
itu.  
Lebih lanjut Molejatno menjelaskan antara larangan dan ancaman 
pidana ada hubungan erat, karena itu antara kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat pula, yang tidak 
dapat dipisahkan satu dari yang lain. Suatu kejadian tidak dapat dilarang, 
jika yang menimbulkannya bukanlah orang. Seseorang tidak dapat 
diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. 
Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakaikanlah perkataan 
perbuatan, yaitu pengertian abstrak yang menunjukan kepada dua 
keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu dan adanya orang 
yang menimbulkan kejadian itu. 
Dari pengertian ini, maka menurut Moeljatno (1985 : 38), setidaknya 
terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu : 
1. Kelakuan dan akibat, 
2. Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 
4. Unsur melawan hukum yang objektif, 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah 
limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. 
Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara 
langsung dengan pertanggungjawaban pidana (criminal liability). 
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Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat 
dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat 
disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang 
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan 
demikian, orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya 
kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas 
hukum yang tidak tertulis, geen straf zonder schuld, yaitu tidak ada pidana 
tanpa adanya kesalahan. 
Sementara itu Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (1985 : 
40), mengatakan bahwa istilah schuld diartikan pula dengan kesalahan 
atau pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut : 
kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang 
melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan 
tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga 
orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Simons 
menyatakan perbuatan pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipetanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan 
yang dapat dihukum.  
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D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
1. Pengertian dan Penggolongan Narkotika    
Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang 
dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang 
menggunakan dengan cara memasukan kedalam tubuh manusia. 
Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan 
semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. 
Secara etimologi, kata Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu 
narke yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Orang 
Amerika menyebutnya dengan nama narcotic, di Malaysia dikenal dengan 
istilah dadah sedangkan di Indonesia disebut Narkotika. (Andi Hamzah, 
1986 : 224). 
Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata 
Narcissus yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai 
bungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. (Hari 
Sasangka, 2003 : 35). 
Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut 
Ensiklopedia Indonesia adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri 
yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor 
(bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi, efek yang 
ditimbulkan narkotika adalah selain menimbulkan ketidaksadaran juga 
dapat menimbulkan daya khayal / halusinasi serta menimbulkan daya 
rangsang/stimultant. 
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Menurut vide Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2882 Tahun 
1970, narkotika atau obat bius diartikan secara umum sebagai semua 
bahan obat yang umumnya mempunyai efek kerja bersifat membiuskan 
(dapat menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan prestasi 
kerja), menagihkan (meningkatkan ketergantungan), dan menghayal 
(halusinasi). 
Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 
semi sintetis yang dapat menyebabka menurunnya atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan 
sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.         
Selanjutnya mengenai penggolongan Narkotika di atur dalam Pasal 6 
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : 
a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk 
tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta 
mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.  
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantugan.  
47 
 
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu 
pengembangan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan. 
Menurut Wresniworo (1999 : 28),  narkotika menurut cara / proses 
pengolahannya dapat dibagi kedalam tiga golongan, yaitu : 
a. Narkotika alam adalah narkotika yang berasal dari hasil olahan 
tanaman yang  dapat dikelompokkan dari tiga jenis tanaman masing-
masing : 
 Opium atau candu, yaitu hasil olahan getah dari buah tanaman 
papaver somniferum. Yang termasuk dalam kelompok ini 
adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Jenis opium ini 
berasal dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia, 
karena jenis tanaman ini tidak terdapat di Indonesia. 
 Kokain, yang berasal dari olahan daun tanaman koka yang 
banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika bagian 
selatan seperti Peru, Bolivia, Kolombia. 
 Canabis Sativa atau marihuana atau yang disebut ganja 
termasuk hashish oil (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak 
ditanam secara ilegal didaerah khatulistiwa khususnya di 
Indonesia terdapat di Aceh. 
b. Narkotika semi sintetis, yang dimaksud dengan Narkotika golongan 
ini adalah narkotika yang dibuat dari alkaloida opium dengan inti 
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penathren dan diproses secara kimiawi untuk menjadi bahan obat 
yang berkhasiat sebagai narkotika. Contoh yang terkenal dan sering 
disalahgunakan adalah heroin dan codein.               
c. Narkotika sintetis, narkotika golongan ini diperoleh melalui proses 
kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga diperoleh 
suatu hasil baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, 
Metadon dan Megadon. 
2. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan 
Narkotika  
Narkotika dalam dunia kesehatan bertujuan untuk pengobatan dan 
kepentingan manusia seperti operasi pembedahan, menghilangkan rasa 
sakit, perawatan stress dan depresi. 
Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk 
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, 
peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini 
Menteri Kesehatan. Sehingga penggunaan narkotika selain yang 
disebutkan pada Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis 
yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana / ancaman 
pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.  
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Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, yaitu penyalahgunaan adalah orang yang 
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.  
Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang  narkotika, memberikan pengertian : 
Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap 
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau 
melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan 
Prekursor Narkotika.  
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika 
adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan 
hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.  
Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut : 
a. Pasal 111 : (1).  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 
800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2).  Dalam hal perbuatan 
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
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menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 
b. Pasal 112 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling 
sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2). Dalam hal 
perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 
narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 
c. Pasal 113 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika 
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda 
paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling 
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banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2).  Dalam hal 
perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 
d.  Pasal 114 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika 
Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu 
milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar 
rupiah). (2). Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar 
atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau 
dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
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pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. 
e. Pasal 115 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, 
dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 
800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan 
membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 
tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) 
batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) 
gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3. 
f. Pasal 116 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau 
memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, 
dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 
1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 
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10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2). Dalam hal penggunaan 
narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I 
untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana 
mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3. 
g. Pasal 117 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit 
Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3.                  
h. Pasal 122 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
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dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 
400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan 
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika 
Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3. 
Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas tentang bentuk-bentuk 
penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dapat dikelompokan sebagai berikut : 
a. Penguasaan Narkotika. 
b. Produksi Narkotika. 
c. Jual-beli Narkotika. 
d. Pengangkutan dan transito Narkotika. 
e. Penyalahgunaan Narkotika 
 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat 
diseluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan 
produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat seperti norma-
55 
 
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggung jawabkan aparat 
pemerinta untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat karena setiap orang mendambakan kehidupan 
masyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Arief, 1991:2) upaya penanggulangan 
kejahatan kejahan dapat ditempuh dengan cara: 
a. Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
Contohnya penerapan pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal 
yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusan. 
b. Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku 
kejahatan maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegehan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau 
shock therapy kepada masyarakat. 
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c. Influencing views of society on crime and punishment (mas media 
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya. 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kasier (Darmawan, 1994:4) 
memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha 
yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk 
memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui 
pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada 
orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada 
masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertuan untuk 
menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1981:114). 
Peran pemerintah yang begitu luas maka kunci dan starategis dalam 
menanggulangi kejahan meliputi (Arief, 1991:4) ketimpangan sosial, 
diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan 
kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya 
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penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahan harus merupakan 
strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatatkan tidak efektifnya 
tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap 
ideal pemerintah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha 
pencegahan kejahatan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dalam 
kegitan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian tentang tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang adalah Empiris yaitu 
adalah penelitian berdasarkan fakta–fakta yang ada di dalam masyarakat 
mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang dan bagaimanakah 
upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Enrekang dalam 
menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di 
Kabupaten Enrekang. 
B. Lokasi Penelitian  
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Enrekang yang 
merupakan wilayah hukum Polres Enrekang. Adapun alasan memilih 
lokasi penelitian ini karena semakin meningkatnya jumlah kriminilitas yang 
ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Enrekang khususnya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber 
dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan 
perundang– undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan 
kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca 
sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja, serta bahan-bahan 
normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
2. Penelitian di Lapangan (Field Research) 
a. Observasi (Observation) 
Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan 
pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian 
guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja dan upaya-upaya yang 
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dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Enrekang. 
b. Wawancara (Interview)     
Yaitu penulis melakukan tanya jawab (interview) kepada sejumlah 
nara sumber yang berkompeten seperti remaja yang pernah menjadi 
pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penyidik Polri 
Polres Enrekang, serta masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda 
dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika di Kabupaten Enrekang. 
c. Dokumentasi (Documentation) 
Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian 
yang berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan 
upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi 
terjadinya pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. 
E. Teknik Analisis Data 
Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu 
menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan 
menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam 
bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik 
kesimpulan. 
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F. Definisi Operasional 
Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, 
pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang 
berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :  
1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya 
suatu kejahatan serta cara-cara menanggulangi kejahatan tersebut. 
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan melanggar 
ketentuan  hukum mengenai narkotika yang berlaku dan diancam 
dengan sanksi. 
3. Tindak pidana narkotika adalah. tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan 
dalam undang-undang yang terjadi di Kabupaten Enrekang. 
4. Remaja adalah seseorang yang berumur 12 tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin yang terlibat 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Enrekang. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Enrekang 
Untuk mengetahui tingkat perkembangan penyalahgunaan narkotika 
di Kab.Enrekang dari tahun 2003 sampai 2016 serta faktor-faktor 
penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang dan 
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab.Enrekang 
maka dalam hal ini penulisan telah melakukan penelitian dan telah 
memperoleh data kulitatif dari berbagai sumber yang diantara lain: 
1. Polres Enrekang 
2. Balai Rehabilitas BNN Baddoka Makassar 
3. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Kab. Enrekang  
Dari  ketiga instansi tempat penelitian dilakukan diatas dapat 
memberikan suatu gambaran yang nyata berdasarkan fakta dilapangan 
tentang keadaan atau jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan di Kab.Enrekang yang terjadi dalam wilayah hukum instansi 
masing-masing. 
Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai data kasus penyalahgunaan 
narkotika di Kab.Enrekang waktu 4 (empat) tahun terakhir di 
Kab.Enrekang, akan dijelaskan dalam tabel berikut ini : 
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1. Data Polres Kab. Enrekang  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di reserse narkoba 
polres Kab.Enrekang  maka dapat diketahui beberapa data kasus 
penyalahgunaan narkotika yang terhimpun dalam rekapitulasi data kasus 
narkoba di polres Kab.Enrekang selama januari tahun 2013 samapi 
dengan tahun 2016 di Kab.Enrekang. 
Table 1. 
Data jumlah tersangka kasus narkotika berdasarkan jenis pekerjan 
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kab. Enrekang 
 
 
No. 
 
PEKERJAAN 
TAHUN  
JUMLAH 2013 2014 2015 2016 
1 PELAJAR SMA 3 2 7 10 22 
2 MAHASISWA 1 2 4 3 10 
3 PNS 2 1 3 4 10 
4 WIRASWASTA 1 3 5 7 16 
5 PENGANGGURAN 8 6 12 15 41 
JUMLAH  99 
Sumber Data : Reserse Narkoba Polres Kab.Enrekang tanggal 14-10-
2016 
Dari tabel di atas dapat diketakui bahwah dari segi kuantitas jumlah 
tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika berdasarkan 
jenis pekerjaan pengangguran dan pelajar SMA menempati urutan 
tertinggi yaitu pelajar SMA sebesar 22 tersangka dan pengangguranla 
yang paling banyak yaitu 41 tersangka. Hal ini dapat kita lihat dari 
jumlahnya yang meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2016 walaupun 
di tahun 2014 mengalami penurunan. Sedangkan jumalah tersangka 
untuk tahun 2016 semakin meningkat drastis. 
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Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwah kejahatan 
penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang masi rendah terjadi dalam 
kurun waktu tahun 2013 sampai 2014 walaupun di tahun 2015 samapi 
2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah 
tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang di 
tahun 2016 yang sangat drastis menurut AIPTU Wildan kepalah reserse 
narkoba Kab.Enerang di sebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu: 
a. Faktor rasa ingin tahu yang besar dari pengguna itu sendiri 
mengenai hal-hal yang dianggap baginya adalah hal yang baru 
kemudian di dorong oleh kenginan untuk mencoba dan mencoba 
lagi sehingga membuat meraka ketagihan untuk menggunan 
bahan terlarang tersebut. 
b. Meningkatnya jumlah tersangka kasus penyalahgunaan narkotika 
di Kab.Enrekang dari tahun 2015 sampai 2016 di sebabkan 
karena faktor lingkuan tempat tinggal dan tempat berinteraksi dan 
bersosialisasi yang memungkinkan mereka untuk terjerumus 
dalam menyalahgunakan narkotika. 
 
2. Data Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 
Selain instansi polrestabes Kab.Enrekang penulis juga melakukan 
penelitian di balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dengan alasan 
untuk mengetahui jumlah para pecandu narkotika yang berasal dari 
Kab.Enrekang. 
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Balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar merupakan sebuah balai 
yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan tugas pelayanan 
masyarakat berupa rehabilitasi penyalahgunaan dan atau pecandu 
narkoba secara terpadu berdasarkan aspek medis, psikologis, dan social 
kepada para pecandu narkotika yang ingin sembuh dan keluar dari jeratan  
untuk tidak menggunakan narkotika. 
Berikut dibawah ini data umum mengenai jumlah pecandu yang 
berada di balai balai rehabilitasi BNN Baddoka Makassar. 
Table 2. 
Data residen zat yang dipakai penyalahgunaan nakotika di balai 
rehabilitasi BNN Baddoka Makassar 
 
NO 
ZAT YANG 
DIPAKAI 
TAHUN 
JUMLAH 
2013 2014 2015 2016 
1 Shabu 1 2 1 3 7 
2 Ganja - 1 2 3 6 
3 Dextro - - - 1 1 
4 Somadril - - - 1 1 
5 Aibon - - - - - 
6 Benzon - - - 1 1 
Jumlah  16 
Sumber Data : Balai Rehab Baddoka Makassar tanggal 4-2-2017 
Dari tabel di atas kita dapat simpulkan bahwah residen atau pasien 
yang direhab di balai rehabiltasi BNN Baddoka Makassar yang paling 
banyak menggunakan atau memakai shabu dan ganja menempati urutan 
tertinggi yaitu 7 orang yang menggunakan shabu dan 6 orang yang 
menngukan ganja yang berasal dari Kab.Enrekang dan jumlah 
keseluruhannya ada 16 orang. Dari tahun 2013 sampai 2015 belum 
banyak yang di rehab tetapi di tahun 2016 jumlahnya bertambah. 
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Jenis-jenis zat narkotika yang di pakai hanyalah shabu dan ganja 
sedangkan untuk jenis dextro, somadril, aibon dan benzon belum terlalu di 
kenal oleh pengguna di Kab.Enrekang. 
 
3. Data Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Enrekang  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di rumah tahanan 
Negara kelas IIB Kab.Enrekang maka dapat di ketahui tentang jumla 
penghuni rutan yang tersangkut penyalahgunaan narkotika di 
Kab.Enrekang dari tahun 2013 sampai tahun 2016 di Kab.Enrekang. 
Table 3. 
Data jenis kelamin kasus penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang 
dari tahun 2013 sampai tahun 2016 
 
 
NO 
 
JENIS KELAMIN 
             TAHUN  
JUMLAH 2013 2014 2015 2016 
1 Laki-laki 3 8 10 15 36 
2 Perempuan 1 1 2 5 9 
Jumlah  45 
Sumber Data : Rutan Kelas IIB Kab.Enrekang tanggal 18-1-2017 
Penyalahgunaan narkotika di Kab Enrekang berdasarkan jenis 
kelamin yaitu untuk laki-laki di tahun 2013 berjumlah 3 tahanan kemudian 
tahun 2014 naik menjadi 8 tahanan kemudian di tahun 2015 naik lagi 
menjadi 10 tahanan dan yang paling parah tahun 2016 lebih meningkat 
lagi menjadi 15 tahanan. Sedangkan untuk perempuan di tahun 2013 
hanya 1 tahanan kemudian di tahun 2014 juga 1 tersangka kemudian di 
tahun 2015 naik menjadi 2 tersangka dan meninkat lagi di tahun 2016 
menjadi 5 tersangka. 
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Dari pemaparan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa kasus 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab.Enrekang berdasarkan 
jenis kelamin laki-laki dan perempuan laki-laki menempati urutan 
terbanyak yaitu 26 tahanan dan untuk perempuan sebanyak 9 tahanan. 
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kab.Enrekang 
Setelah penulis melakukan penelitian baik dari teknik kepustakaan 
yang diperoleh dari literatur hukum maupun dengan teknik lapangan yaitu 
dengan wawancara ada beberapa faktor-faktor penyebab 
penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang adalah sebagai berikut : 
1. Faktor Depresi  
Lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial 
pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi 
kehidupan masyarakat di Kab.Enrekang. Dalam keluarga norma-norma 
dan nilai-nilai yang di berikan dan ditanamkan kepada setiap anggota 
keluarga menentukan sikap dan prilaku sesorang anggota keluarga dalam 
berinteraksi dan bersosialisasi pada lingkungan masyarakat begitu pula 
dengan pelajar SMA. 
Kondisi keluarga yang dimaksud disini adalah kondisi dimana dalam 
keluarga terjadi tidak harmonisan dalam hubungan rumahtangga atau 
interaksi yang terjadi seperti munculnya hal-hal yang tidak dinginkan 
seperti keterbatasan ekonomi. 
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2. Faktor coba-coba 
 Dengan merasa tertarik melihat efek yang di timbulkan oleh suatu 
zat yang di larang seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat 
untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Jika iman tidak kuat dan 
dikalahkan oleh nafsu maka seseorang dapat mencoba ingin dan 
mengetaui efek dari zat terlarang tersebut. Semua itu berawal dari 
tawaran teman untuk mencobanya dan akhirnya penasaran juga ingin 
mencobanya seperti yang tersangka yang saya wawancarai di lapas tahan 
Negara kelas IIB Kab Enrekang yang biasa di panggil Bao umur 20 tahun. 
3. Faktor Lingkungan pergaulan/Teman 
Lingkuan yang buruk turut mempengaruhi lingkungan lainnya. 
Seperti yang di alami oleh residen/pasien di Balai Rehabilitasi BNN 
Baddoka Makassar berinisial RP berumur 16 tahun yang menggunakan 
narkotika jenis ganja karna adanya bujukan dari teman sepergaulannya 
sehingga lama-lama ia menjadi ketagihan. 
Dengan demikian faktor pergaulan ini sangat besar pengaruhnya 
dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta 
tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang 
melawan hukum seperti penyalahgunaan narkotika. Sebab dengan 
semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk 
melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif 
dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai 
dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum. 
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Adapun kesimpulan dari faktor-faktor penyebab penyalahgunaan 
narkotika di Kab.Enrekang yang telah disebutkan diatas kemudian penulis 
kelompokan menjadi dua bagian yaitu: 
1) Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi kita 
sendiri. Dimana rasa ingin  tahu yang kuat untuk mencoba hal-hal 
yang baru seperti penyalahgunaan narkotika merupakan hal diri 
setiap orang itu sendiri. 
2) Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pribadi kita 
sendiri. Seperti pengaruh lingkuan pergaulan yang kuat kerana 
adanya rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman sepergaulan. 
Selain sebagai bentuk solitdaritas faktor agar bisa diterima dalam 
lingkungan pergaulan juga merupakan salah satu fatktor 
eksternal dalam penyebab penyalahgunaan narkotika. 
 
C. Upaya Penanggulangan Narkotika Di Kab. Enrekang 
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kab. Enrekang 
di lakukan secara massif dan dinamis antara unsur-unsur aparat penegak 
hukum dan masyarakat itu sendiri. selain itu upaya pembimbingan yang 
dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan 
perlu di lakukan untuk mengubah sikap dan prilaku serta cara berpikir dari 
anak mereka yang merupakan pelajar SMA dalam menghindari bentuk 
kejahatan penyalahgunaan narkotika. 
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Adapun upaya-upaya penaggulangan yang dilakukan di 
Kab.Enrekang agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika antara 
lain: 
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya di sini adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Kab.Enrekang yang masih 
mudah terbawa pengaru-pengaru dari luar dan juga pengaruh dari 
lingkungan kita sendiri agar tidak terjerumus dalam menyalahgunakan 
narkotika. 
2. Upaya Preventif 
Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh 
buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulangan ini adalah pelajar SMA 
yang belum pernah mencoba narkotika serta masyarakat yang berpotensi 
dapat menjadi jembatan untuk mempengaruhi pelajar SMA dalam 
penggunaan narkotika. 
Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pelajar SMA agar 
terhindar dari narkotika yaitu: 
1. Memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat 
2. Menjalani komunikasi yang lebih baik dengan keluarga 
3. Sebisa mungkin menghindari kebiasan merokok 
Sedangkan upaya yang di tempuh baik orang tua dan aparat 
penegak hukum maupun pemerintah agar di Kab.Enrekang tidak 
terjeremus dalam penyalahgunaan narkotika yaitu: 
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1. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang 
dilakukan oleh orang tua dan warga masyarakat yaitu dengan 
selalu melihat perkembangan prilaku setiap pelajar SMA baik 
yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan di masyarakat 
maupun oleh guru ketika berada di sekolah serta menjadi 
mediator yang baik setiap ada masalah yang di hadapi. 
2. Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukun baik yang bergerak 
dibidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah 
dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas 
khusus di setiap lingkungan masyarakat tentang dampak dan 
bahayanya menggunakan narkotika bagi dirinya maupun 
lingkungan sekitarnya. 
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat indonesia sebagai 
salah satu bentuk upaya menekan angka kejahatan 
penyalahgunaan narkotika yang di lakukan di Kab.Enrekang 
karna faktor ekonomi. 
4. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU no 5 tahun 1997 
tentang psikotropika dan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika 
pada lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum 
serta partisipasi masyarakat dalam hal menanggulangi akan 
bahaya narkotika yang bisa merusak generasi penerus bangsa. 
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3. Upaya Represif 
Penanggulangan ini bertuan untuk memberikan efek jerah kepada 
pelaku penyalahgunaan narkotika agar tidak lagi mengunakan narkotika 
yang lebih parah lagi. Sasaran penggulangan ini adalah masyarakat yang 
sudah mencoba menggunakan narkotika agar berhenti dan tidak 
menggunakan narkotika agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan 
narkotika kegiatan ini dilakukan oleh pihak RUTAN kelas IIB 
Kab.Enrekang berdasarkan penelitian yang dilakukan di instansi tersebut 
yaitu: 
1. Melakukan bimbingan sosial dan konsoling perorangan kepada 
pelaku dan keluarganya supaya ada pelaku mempunyai kenginan 
yang kuat untuk sembuh.  
2. Memberikan arahan berupa ceramah keagamaan terhadap para 
tahanan dalam RUTAN. 
3. Menjalin suasana kekeluargaan dalam ruang lingkup rumah 
tahanan. 
4. Memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat 
karya seni dan sebagainya agar tahanan tidak merasa stress dan 
memiliki bekal ketika mereka bebas. 
Adapun tambahan dari Faldy Haykal Vounter atau staf bidang adiksi 
atau residen balai rehabilitasi BNN baddoka Makassar mengatakan 
bahwa bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak balai rehabilitasi 
kepada para residen agar terbatas dari ketergantungan akan narkotika 
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dan tidak menggunakan lagi yaitu dimulai dari tindakan medis yaitu 
berupa penghilangan racun/toksin yang ada dalam tubuh residen 
sehingga rasa ketergantungan dalam diri bisa hilang memelakuan terapi 
baik dengan memberikan pengetahuan mengenai narkotika seperti 
seminar mengenai akan bahayanya narkotika, faktor pemicu, dan upaya 
pencegahannya. Selain itu terapi lapangan yaitu membentuk kembali 
karakter pribadi para residen menjadi pribadi yang dapat di terima oleh 
masyarakat selain itu pendekatan rohaniah juga dilakukan agar tujuan 
program yang diterima bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan   
Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang 
penyalahgunaan narkotika di Kab.Enrekang maka penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di 
Kab.Enrekang yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut yaitu: 
a. Faktor penyebab di Kab.Enrekang memakai atau 
mengkomsumsi narkotika yaitu karna faktor depresi dalam hal ini 
yang dimaksud adalah suatu kondisi dimana didalam keluarga 
terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga. 
b. Faktor penyebab di Kab.Enrekang memakai atau 
mengkomsumsi narkotika yaitu karna faktor coba-coba di mana 
rasa ingin tau yang besar dan mendengarkan perasaan-perasan 
dan ingin tahu akan sesuatu yang baru untuk mencoba tanpa 
berfikir mengenai baik buruknya bagi diri sendiri maupun 
keluarga dan lingkuan sosialnya. 
c. Faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab di 
Kab.Enrekang memakai atau mengkomsumsi narkotika dimana 
pada masa ini merupakan masa yang sangat rentang terhadap  
pengaruh lingkungan luar seperti bujukan dari teman 
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sepermainan untuk melakukan tindakan yang dilarang seperti 
penyalahgunaan narkotika. 
2. Dalam hal ini penanggulangan penyalahgunaan nakotika di 
Kab.Enrekang dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan 
meliputi: 
a. Upaya Pre-Emtif yaitu upaya-upaya awal untuk mencegah 
terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar 
SMA yang masih sangat rentan terhadap pengaruh buruk 
lingkungan sekitar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 
menanamkan nilai-nilai moral seperti nilai-nilai agama agar 
pelajar SMA tidak mudah terpengaruh untuk menggunakan 
narkotika. 
b. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan sebelum tindak pidana 
itu terjadi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 
dengan melakukan penyuluhan hukum kepada lapisan 
masyarakat tentang bahanya narkoba dan bagai mana dampak-
dampak yang bisa di timbulkan dari penyalahguaan nakotikan 
serta hukuman yang bisah menjerat meraka apabila berani 
berhubungan dengan barang haram seperti narkoba. 
c. Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan bertujuan untuk 
mengobati dan memulikan kondisi fisik, psikis, mental, moral dan 
sosaial para korban penyalahgunaan narkotika serta untuk 
mencegah agar tidak terjerumus kembali kedalam perbuatan 
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penyalahgunaan narkotika seperti melakukan rehabilitasi di 
tempat rehabilitasi seperti di balai rehabilitasi BNN babdoka 
Makassar yang merupakan tempat merehab para pecandu 
narkotika yang ingin sembuh. 
   
B. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis kemukan sehubungan dengan 
permasalahan dalam skripsi ini adalah; 
1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang 
baik sejak dini kepada seluruh masyarakat Kab.Enrekang terutama 
di kalangan pelajar sebagai generasi muda penerus roda 
keberlangsungan bernegara yang dimulai dari lingkungan keluarga 
sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. 
2. Memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kab.Enrekang 
tentang narkotika merupakan barang yang jika disalah gunakan 
menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan 
sekitarnya. 
3. Setiap orang tua dan aparat pemerintah memiliki tanggung jawab 
terhadap masa depan generasi mudah dalam hal ini setiap orang tua 
dan aparat pemerintah wajib mengarahkan dan membimbing para 
pelajar untuk melakun hal-hal yang positif yang tidak merusak diri 
sendiri seperti mengarahkan untuk aktif mengikuti kegitan pramuka 
yang kegiatan ini memberikan pembelajaran mengenai pembentukan 
karakter yang baik bagi kehidupan kedepannya. 
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4. Meningkatkan kordinasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat, 
tokoh agama, orang tua, dan para aparat penegak hukum maupun 
permerintah setempat dalam menjaga dan mencegah terjadinya 
perbuatan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat 
tinggalnya.  
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